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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modernisasi sistem 

administrasi perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel independen yang digunakan 

meliputi modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran pajak, dan 

sanksi perpajakan, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. 

Populasi penelitian berjumlah 910 mahasiswa, dengan sampel sebanyak 100 

responden yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Data yang 

digunakan merupakan data primer dan dianalisis dengan bantuan aplikasi SPSS 

versi 25 melalui serangkaian pengujian, antara lain uji frekuensi, uji deskriptif 

statistik, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, analisis 

regresi linier berganda, serta uji hipotesis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi 

perpajakan dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi. Sebaliknya, sanksi perpajakan tidak memberikan 

pengaruh signifikan. Namun demikian, secara simultan ketiga variabel 

independen tersebut terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
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I. PENDAHULUAN 

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor krusial dalam menentukan efektivitas 

sistem perpajakan suatu negara. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, 

seperti reformasi sistem perpajakan, penegakan hukum, hingga penyederhanaan prosedur 

administrasi, tingkat kepatuhan formal wajib pajak masih menjadi tantangan, khususnya 

bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) (Sahwa Nadia Fitri & Annisa Annisa, 2023). 

Dalam praktiknya, masih banyak wajib pajak yang kurang memahami kewajiban 

perpajakan, memiliki kesadaran rendah untuk membayar pajak, serta merasa kurang puas 

terhadap pelayanan fiskus, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan formal. 

Beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain 

pemahaman dan pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, serta sanksi yang 

dikenakan. Kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan membuat sebagian 

masyarakat tidak mengetahui konsekuensi dari kewajiban pajak, yang pada akhirnya 

menurunkan tingkat kepatuhan. Pengetahuan yang baik mengenai pajak akan 

mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Zahrani & Mildawati, 

2019). Namun kenyataannya, kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah karena 

kurangnya pemahaman tersebut serta lemahnya penerapan sanksi. Selain itu, rendahnya 

kesadaran wajib pajak dalam mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan 

SPT juga menjadi faktor yang berkontribusi (Nasiroh & Afiqoh, 2023). 

Salah satu strategi meningkatkan kepatuhan adalah dengan memberikan pelayanan 

berkualitas. Pelayanan pajak yang baik dapat menumbuhkan kepuasan wajib pajak dan 

mendorong mereka untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Kualitas 

pelayanan juga harus konsisten, memenuhi standar, serta dapat dipertanggungjawabkan 

(Ni Komang Ayu Juliantari & I Made Sudiartana, 2021). Selain itu, pemahaman terhadap 

karakteristik wajib pajak sangat penting, sebab banyak wajib pajak yang patuh hanya untuk 

menghindari sanksi. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan, meskipun 

tidak selalu diikuti dengan keinginan membayar pajak. Ketidakpuasan terhadap pelayanan 

aparat pajak juga menimbulkan stigma negatif, sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

terus berupaya meningkatkan sosialisasi dan pelayanan. Dalam sistem self-assessment 

yang berlaku di Indonesia, wajib pajak dituntut untuk menghitung, membayar, dan 

melaporkan pajak secara mandiri, sehingga pemahaman regulasi dan administrasi 

perpajakan menjadi sangat penting (Pajak et al., 2023). 

Lebih jauh, landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23A 

UUD 1945, yang menetapkan bahwa segala jenis pajak, termasuk pajak penghasilan, harus 

berdasarkan undang-undang. Tujuan utama pemungutan pajak adalah membiayai 

pembangunan nasional melalui kontribusi masyarakat, baik dari golongan berpenghasilan 

tinggi maupun rendah, sesuai prinsip keadilan, pemerataan pembangunan, serta 

memperkokoh ketahanan nasional (Zaikin et al., 2022). 

Secara empiris, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan adanya tren 

peningkatan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan sejak 2018 hingga 2022 dengan 

kenaikan 15,7% dalam lima tahun terakhir. Pada 2018, rasio kepatuhan tercatat sebesar 

71,10% dan meningkat menjadi 73,06% pada 2019. Meskipun pandemi Covid-19 melanda 

pada 2020, rasio ini tetap naik ke angka 77,63%. Jumlah Wajib Pajak (WP) orang pribadi 

karyawan (PPh Pasal 21) juga meningkat, baik dari sisi jumlah WP maupun SPT yang 

disampaikan, masing-masing mencapai 14,17 juta WP dan 12,1 juta SPT. Pada 2021, rasio 

kepatuhan meningkat lagi menjadi 84,07% karena semakin banyak wajib pajak yang 

kembali bekerja dan dituntut untuk melaporkan SPT. Namun, pada 2022 terjadi penurunan 

kepatuhan pada kelompok WP karyawan, meskipun pelaporan SPT untuk badan dan non-

karyawan mengalami peningkatan, sehingga target rasio pajak tetap tercapai. 



 

 

II. METODE 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang dianalisis berbentuk angka. 

Pendekatan kuantitatif menekankan pada pengukuran data numerik dan analisis statistik yang 

objektif melalui perhitungan ilmiah, dengan responden yang diminta menjawab sejumlah 

pertanyaan survei untuk mengetahui frekuensi serta persentase tanggapan. Objek penelitian 

mencakup variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi 

perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Data dikumpulkan melalui penyebaran 

kuesioner secara langsung kepada wajib pajak yang berasal dari mahasiswa Universitas Buddhi 

Dharma. 

 

Sampel 

Sampel pada dasarnya merupakan bagian dari populasi yang dijadikan sumber data dalam suatu 

penelitian. Dengan demikian, sampel berfungsi sebagai representasi dari populasi yang lebih luas 

untuk menggambarkan karakteristik populasi secara keseluruhan (Sulistiyowati, 2017). Dalam 

penelitian ini, responden yang dipilih adalah Wajib Pajak orang pribadi yang telah memiliki 

NPWP. Pemilihan tersebut didasarkan pada kewajiban perpajakan yang melekat pada mereka, 

seperti melakukan pembayaran dan penyetoran pajak terutang, serta mengisi dan melaporkan SPT. 

Menurut Sugiyono (2019, hlm. 91), jumlah sampel yang layak digunakan dalam penelitian berkisar 

antara 30 hingga 500 responden. Berdasarkan ketentuan tersebut, penelitian ini menetapkan 100 

responden sebagai sampel penelitian.



Teknik Pengumpulan Data 

 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui metode survei dengan memanfaatkan angket 

(kuesioner) serta wawancara. Kuesioner berisi sejumlah pertanyaan yang harus diisi oleh 

responden sesuai dengan pandangan atau pengalaman mereka. Sementara itu, wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara berinteraksi langsung antara peneliti dan 

responden melalui sesi tanya jawab secara tatap muka. 

 

 

Teknik Analisis Data 

Proses analisis data bertujuan untuk mengolah data menjadi informasi yang dapat digunakan 

dalam memahami karakteristik data serta menyelesaikan permasalahan penelitian. Dalam 

penelitian ini, metode analisis data yang diterapkan mencakup uji normalitas, uji koefisien 

determinasi serta uji hipotesis seerti uji t dan uji F. 

 

 

Operasional Variabel 

 

No. Variabel Indikator 

Skala 

Pengukuran 

1. Modernisasi 

sistem 

administrasi 

perpajakan 

(X1) 

1. Sistem administrasi perpajakan  

2. Pelaporan secara online  

3. Pembayaran secara online  

4. Efektifitas sistem pelayanan  

5. Manajemen sumber daya 

manusia yang professional 

Skala Ordinal 

2. Kesadaran 

Wajib Pajak 

(X2) 
1. Penerimaan negara terbesar 

digunakan untuk kebutuhan APBN  

2. Penerimaan terbesar kas negara 

bersumber dari pajak  

3. Mendaftarkan sebagai Wajib 

Pajak berdasarkan kemauan sendiri.  

4. Kewajiban sebagai warga negara 

yang baik  

5. Ketidakpatuhan Wajib Pajak 

dapat merugikan negara 

Skala Ordinal 



3. Sanksi 

Perpajakan 

(X3) 1. Sanksi pajak dilaksanakan 

dengan tegas atas pelanggaran 

pajak yang dilakukan  

2. Pengenaan sanksi pajak yang 

cukup berat merupakan salah satu 

saran untuk kedisiplinan  

3. Penerapan sanksi pajak harus 

sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan yang berlaku  

4. Lemahnya pengenaan sanksi 

memiliki dampak menurunnya 

pendapatan negara 

5. Pengenaan sanksi apabila 

melakukan 

pelanggaran/kesalahan 

administrasi perpajakan 

Skala Ordinal 

4. Kepatuhan 

Wajib Pajak 

(Y) 1. Menghitung pajak terhutang 

dengan benar  

2. Mengisi SPT dengan benar  

3. Membayar kekurangan pajak 

penghasilan  

4. Melaporkan SPT tepat waktu  

5. Membayarkan denda 

administrasi dan bunga administrasi 

Skala Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  HASIL 

 

 

1. Uji Normalitas 

 

Tabel III.1 

Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai Asymp. Sig (2-

tailed) sebesar 0,200, yang lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa seluruh data variabel terdistribusi normal dan memenuhi persyaratan 

dalam uji asumsi klasik. 

 

2. Uji T (Parsial) 

 

Tabel III.2 

 

Hasil Uji Signifikansi (Uji t) 

 



a. Dependent Variable: Ln_PBV 

Sumber : Hasil SPSS Versi 25 

maka dapat di interprestasikan sebagai berikut : 

 

 

1.  Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil uji-t menunjukkan nilai 5,761 dengan 

signifikansi 0,000 (< 0,05), sehingga H1 diterima. Koefisien regresi sebesar 0,463 menandakan 

bahwa setiap peningkatan modernisasi sistem dapat meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 

46,3%. 

2.  Kesadaran Wajib Pajak juga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. 

Nilai t hitung sebesar 4,812 dengan signifikansi 0,000 (< 0,05) mendukung penerimaan H2. 

Koefisien regresi sebesar 0,416 menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran mampu 

meningkatkan kepatuhan sebesar 41,6%. 

3.  Sanksi Perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini 

terlihat dari nilai t hitung -0,960 yang lebih kecil daripada t tabel 1,98498, serta signifikansi 0,339 

(> 0,05), sehingga H3 ditolak. Koefisien regresi -0,080 menunjukkan hubungan negatif, artinya 

peningkatan sanksi justru menurunkan kepatuhan sebesar 8%. 

 

3. Uji F (Simultan) 

 

Tabel III.3 

 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan uji F, diperoleh nilai 36,998 dengan signifikansi 0,000 (< 0,05), sehingga 

H4 diterima. Artinya, variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran 

Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada mahasiswa Universitas Buddhi Dharma. 

 

Pembahasan 

1. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung 5,761 > t tabel 1,98498 dengan sig. 0,000 < 0,05. Dengan 

demikian, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

modernisasi sistem administrasi, seperti penerapan e-filing dan e-billing, mampu meningkatkan 

kemudahan, efektivitas, serta efisiensi dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan 

sistem yang lebih terintegrasi dan transparan, wajib pajak terdorong untuk lebih patuh dalam 



memenuhi kewajiban perpajakannya. 

 

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Hasil uji t diperoleh nilai t hitung 4,812 > t tabel 1,98498 dengan sig. 0,000 < 0,05. Artinya, 

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, 

sehingga H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran individu 

mengenai pentingnya pajak, semakin besar pula kemauan mereka untuk patuh dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan. Kesadaran ini mencakup pemahaman bahwa pajak merupakan kontribusi 

nyata bagi pembangunan negara, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk 

melaksanakan kewajiban pajak secara sukarela. 

 

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung -0,960 < t tabel 1,98498 dengan sig. 0,339 > 0,05. Dengan 

demikian, Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi, sehingga H3 ditolak. Ketiadaan pengaruh ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, 

seperti rendahnya tingkat penerapan sanksi yang tegas, kurangnya efek jera bagi pelanggar, serta 

anggapan bahwa sanksi pajak tidak menimbulkan konsekuensi serius bagi wajib pajak. Hal ini 

menunjukkan bahwa keberadaan sanksi saja tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan, 

melainkan perlu didukung dengan pengawasan yang ketat serta penegakan hukum yang konsisten. 

 

4. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi 

Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung 36,998 > F tabel 3,09 dengan sig. 0,000 < 0,05. Hal ini 

berarti Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi 

Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi, sehingga H4 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak 

tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kesadaran maupun kemudahan administrasi, tetapi juga 

diperkuat oleh adanya ketegasan sanksi. Kombinasi ketiga faktor ini menciptakan dorongan yang 

lebih kuat bagi wajib pajak untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. 

 

 

IV. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa : 

 

1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 

Hasil uji t menunjukkan nilai 5,761 > 1,98498 dengan signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga 

H1 diterima. Koefisien regresi sebesar 0,463 menandakan setiap peningkatan modernisasi 

sistem akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 46,3%. Artinya, 

modernisasi administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak 

mahasiswa Universitas Buddhi Dharma. 

 

2. Kesadaran Wajib Pajak 

Uji t menghasilkan nilai 4,812 > 1,98498 dengan signifikansi 0,000 < 0,05, maka H2 

diterima. Koefisien regresi 0,416 menunjukkan peningkatan kesadaran pajak satu satuan 

dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 41,6%. Dengan demikian, kesadaran 

pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan mahasiswa sebagai wajib pajak. 

 

3. Sanksi Perpajakan 

Nilai t -0,960 < 1,98498 dengan signifikansi 0,339 > 0,05, sehingga H3 ditolak. Koefisien 

regresi -0,080 menunjukkan adanya pengaruh negatif, artinya kenaikan sanksi justru 



menurunkan kepatuhan wajib pajak sebesar 8%. Hal ini berarti sanksi perpajakan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan mahasiswa wajib pajak. 

 

4. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan 

Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Nilai F hitung 36,998 > 3,09 dengan signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga H4 diterima. 

Artinya, modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi perpajakan 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada 

mahasiswa Universitas Buddhi Dharma. 
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